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KEPALA DESA

PERATURAN DESA TUNGGUL
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- a.

KEPALA DESA TUNGGUL

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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N N L Bbiahain bembiran Negaii
R R Baieatn Nognag 1707),

A Pt Newer 0 Pabing 2014 fontunngg
PVt I tabsniman Ul Voo Nowior 6 Talion
UL iy Dosn (Lombingan Nepara  Republik
Wdoiieatn b 2004 Nooor 1), Tambahian
Lembuan Negnia Ropuhlihe tndonesin Nomor - 56149)
sebgnimiona telah boberapn Linll dinbah,  teralihiv
demgan ot Bomecingah Nosor 1 Taliin 20190
et tornbabinn Kedoa atan Poraturan Pemerintah
Nomor A0 Tahinn 2004 tentang Peraturan Pelalisanaan
Uidang Undinigg Nosnor 6 Talinne 2004 tentang Desa
(Fembaran Negmva Republil Indonesia Tahun 2014
Nomor 12080 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneain Nomaoy By,

O Peratiean Pemedintah Nomor o0 Tahuon 2014 (entang
Dana Denn yang bersnmber dadd Anggaran Pendapatan
dan Delanjn Negara (Lombaran Negara Republil
Idoneatn Tahan 2000 Nowmor 168, Tambahan
Lembatan Negara Republik Indonesin Nomor  5558)
sebagaimana  telah  dinbah beberapn  kall  terakhiv
dengan Peraturan Pemetintalh Nomor 8 ‘Tahun 2016
(Lemibarvan Negara Republik  Indonesin Tahun 2016
Nomor 57);

v Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawanan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Dean (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneain Nomor 6623);

9, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 111 Tahun
A014 Tentang Pedoman  Teknin Peraturan DI Deaan
(Berita: Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor
2001);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desn Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2037);

11, Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 44 Tahun 2016
tentang  Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

I2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2010 tentang Badan Permusyawaratan Desn (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8O);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang  Tata  Carn Perencanann, Pengendalinn Dan
wvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Carn Evalunsi
Rancangan  Peraturan  Daeraly Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sertn Tata
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Cara Perubahan Roncann Pembanginam gl
Panjany Daerah,  Rencana Pembangonnn Janglo
Menengah Dacraly, Dan Rencin Kol Pemerintah
Daevah (Bevita Negava Repablik Indoneain Talinn 4017
Nomor 102)

U Peraturan Menterd Dalam Negerd Nomor 96 Tahan 2017
tentang  Tata Cara Kegln Hamn Densn dl Didang
Pemerintahian Dean (Noviia Negira Republile Indonesdi
Tahun 2017 Nomor 1+44);

SoPeraturan Menterd Dalame Negerl Republile Indonesin
Nomor (8] Tahun 2010 Tentang Lombipa
Kemasyarakatan Desa Dan Lembogn Adal Denn (Dorlia
Negara Republik Indoneatn Tahuan 20 1080 Nomor 560);

10, Peraturan Mentert Dalam Negerd Nomor 20 Tahun 20 1
tentang  Pengelolaan Kennngan Dean (Horita Negara
Republik Indonestn Tahun 2018 Nomor o1 1);

17, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 70 Tahun 2010
tentang Siatem Informaal Pemerintahan Daerah (Derita
Negara Republik lndonesin Tahuan 2019 Nomor 11 14);

18, Peraturan  Mentert Denn,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan Tranamigrast Republile Indonentn: Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarahh Denn (Deritn
Negara Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 1203);

19, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodelikaal, dan  Nomanldatur
Perencanann  Pembangunan  dan  Keuangan  Daernh
(Berita Negarn Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor
1447);

20. Peraturan  Menteri  Dean,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan  Maayarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2019
Nomor 1262);

21. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal, Dan Tranamigrasl Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum  Pembangunan  Desn  dan
Pemberdayann — Masyarakat — Desn (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

22, Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesin Nomor
7 Tahun 2021 tentang Prioritng Penggunnan Dann Denn
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesin Tahun
2021 Nomor 961);

23, Peraturan  Presiden  Republik Indonesln - Nomor 104
Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanjn  Negara Tahun  Anggaran 20272 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)

24, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonenin Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengeloloan  Dana Denn
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1424);

25, Peraturan  Menteri Desn,  Pembangunan  Daernh
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
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tentang Pendsftaran, VenduSasn Dan VPemieningestan,
Pembinsan dan Pengembangan, dan Vengaasn Parang,
dan/atau Jasa Badan Usshs Milike [esa [1sadan eaha
Milik Dess Bersams (Verita Wegara Fegniblie Indonesis
Tahun 2021 Nomuor 2572);

26. Peraturan  Daersh  Vabupaten  Lamongan  Horaor
Tashun 2015 ientang  Dess  (Jemnbaran  [iserih
Kabupaten Lamaongan Tahun 2016 Nomor %)

27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Takun 2015
tentang Tats Cara Vengpdasn Verangflese 40 [esa
(Berita Dacrah Hsbupsien lamongan Tahun 2015
Nomor 19);

28, Peraturan Bupati Lamongan Nomor %4 Takiun 2015
tentang Petunjule Teknis Pelaksanssn Perbanyginsgn
Desa (Berita Dacrah Kabupaten Lamongan Takiin 2015
Nomor 24},

29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tabun 201%
tentang Pengelolaan Yeusngan Desa (Berita [aerah
Kahupaten Lamongzn Tahun 2017 Nomaor 67,

30. Peraturan Bupsti Lamongan Nomeor 25 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggpran Pendapatan dan Pelsojs
Daerah Kabupaten lamongan Tahun fnggpran 2021
(Berita Daerah HKabupaien lamangsn Tahun 20020
Nomor 10) sebagaimana telah dirubsh Peraturan Bupat
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubshan Vedus Atas
Peraturan Bupati Nomor 25 Tabhun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanjs Dacrah
Tahun 2020 (Berita Daerah Fahupsten Lamongan
Tahun 2020 Nomor 27);

31. Peraturan Desa Tunggul Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa (Lembaran Desz Tunggul Tahun
2019 Nomor 2);

32. Peraturan Desa Tunggul Nomaor 1 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Tunggul Tahun 2000
Nomor 1 );

33. Peraturan Desa Tunggul Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintzhan Dess Tahun 2022
(Lembaran Desa Tunggul Tahun 2021 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL
dan
KEPALA DESA TUNGGUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggul Tahun Anggaran
2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.702.031.400,00
2. Belanja Desa Rp. 1.604.185.400,00
Surpuls/Defisit Rp. 97.846.000,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 97.846.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 97.846.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp. 0,00
Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa
dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.
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Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa dan memberitahukannya kepada BFD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tunggul

Ditetapkan di : Desa Tunggul
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA TUNGGUL

TTD

M. YAYSIN

jundangkan di Desa Tunggul
_—‘?ana ggal : 31 Desember 2021

N

N RETARIS DESA TUNGGUL
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TENTANG
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA TUNGGUL

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TUNGGUL

TAHUN ANGGARAN 2022
URAIAN ANGGARAN | SUMBERDANA
e _ _(Re)
3 4 5
FENVARATAN
Pendapalan Ash Dasa 120.000.000,00
Pendlapatan Tranefer 1.582.031.400,00
Pandapatan Lain laiy 0,00
JUMLAN PENDAPATAN o - 1.702.031.400,00
HBELANJA
RIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA $08,393.400,00
Fanyelangyaran Balanja Siltap, Tunjangan dan Operaslonal 446.079.440,00
Pamarintahan Dasa (Maksimal 30% untuk kegla
Penyadiaan Penghasilan Telap dan Tunjangan Kepala Desa 48.000.000,00 | ADD, PAD
Helanja Pegawal 48.000.000,00
Panvadiaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 278.425.200,00 | ADD, PAD
Balanja Pegawai 278.425.200,00
Panyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,729.240,00 | ADD, PBH
Balanja Pagawai 25.729.240,00
Panyaddiaan Operasianal Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 49.000.000,00 | ADD, PAD, PBH
B, Pailongkapan Parkantoran, pakaian
Holanja Harang dan Jasa 49.000.000,00
Ponyadiaan Tunjangan BPD 13.200.000,00 | ApD
Baknja Pegawal 13.200,000,00

Penyadiaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P
arkantoran, Pakalan Saragam, pérj

Holanja Barang dan Jasa
Ponyailiaan InsenliffOperasional RT/RW

Halanja Barang dan Jasa
Fonyediaan Preni Asuransl

Holanja Pepawal
Oparasional |PM

Hoelanja Baang dan Jasa
Opataalonal Posyand

Balanja Barang dan Jasa
Operaslonal PKK

Helanja Barang dan Jasa
Oparasional Karangtanina

Belanja Barang dan Jasa

-mmm ZANR022 1042 34 o —————

3.500.000,00 | ADD

3.500.000,00
12,500.000,00 | App
12.500.000,00
8.000.000,00 | ApD
6.000.000,00
2.500.000,00 | AbD
2.500.000,00
1.000.000,00 | App
1.000.000,00
4,000.000,00 | App
4.000.000,00
1.500.000,00 | Abp
1.500.000,00
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|
REKENING URAIAN | ANG((;;R)AN ‘\ SUMBERDANA |
———— _ _ = — _ =l R S —4
[ EREN 3 | s | 5 |
4.191 | Pembangunan/Rehabiltas/Peningkatan tempat pendaratan kapal penangk | 50.000. 000,00 | DS l
¢ ap ikan dan saran J ﬁ
! 1
| 4181 | 53. | Belanja Modal f 50.000.000,00
1 | I
42. | Sub Bidang Pertanian dan Petemakan : 25.000.000,00 |
+ 4205 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet i 25.000.000,00 } DDS <‘
{ emakan | ‘ \
i [ I}
4205 | 52. Belanja Barang dan Jasa : 25.000.000,00 |
! | !
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA  544.292.00000 !
54, ‘" Sub Bidang Penanggulangan Bencana 90.692.000,00 ! |
5.1.00 ’ Penanggulanan Bencana 90.692.000,00 l DDS :'
' | i
| 5100 | 54 Belanja Tidak Terduga 90.692.000,00 | |
' F | ;
53 Sub Bidang Keadaan Mendesak 453.600.000,00 | |
5.3.01 ? Penanganan Keadaan Mendesak 453.600.000,00 | DDS [
] i }
. 5301 | 54. | Belanja Tidak Terduga 453.600.000,00 | }
‘L wwaeeaNA 1,604.185.400,00 ;
i = = s e il ‘
| ~SURPLUS / (DEFISIT) 67.846.000,00 | |
{ | |
| 6. | PEMBIAYAAN ‘ |
f i
E 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 97.846.000,00 |
P  PEMBIAYAAN NETTO (97.846.000,00) |
i — ———— —— ——— __l
, ' SISALEBIH PEMB!AYMN ANGGARAN 0,00 J‘!
[~ Prinea by siskeutes - PR R r I = S )
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL

JI. Raya Tunggul No. 141 Paciran Lamongan Kode pos 62264 Telp (0322) 666250
‘ e-mail : desatungqui2@amail.com
Website : www.pustakadesaindonesia.com/tunggul_lamongan.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/05/KEP/413.314.14.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA TUNGGUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan  desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan
dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, periu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a
ditetapkan Kepala Desa, perlu dibahas dan disepakati bersama
antara Kepala Desa dan BPD tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Keputusan BPD;

Menimbang :oa

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Mengingat
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ol Femotlital Moo A3 Taline 2004 Vsilestip ettt
Faslalaaniin Upang Didang Mot B Tahitin 2004 tsnlang e
(0-stpbiaran Hisgari Hopobdie ldosaia el 2014 Hitnt 123,
Ciaribiistian | smlagan Hegara Bopoldle ndasala Heor B6349)
webiagalinana  (elal Leshmiapi Fall il e A G B
Fstalinan Famenintil Homor 11 Talinn 2006 tsalane Fotubahis
Wadia atan Fatalian Femeinlal Moo AT Tahitn 2004 """'"““
Fistalifal Falakemmaan Undang Uidang Hemer 6 fali ?HM
fefilang Disa (1 embanan Higara Aospaldile donsata Tali ’,“.M
Momor 129, Cambahin | sibaran Hegaia Hospulile Intlitisala
Honinr BE4y,

Faratiran Pemetntal Momor 600 Tahiin 2014 tstilany Data "f'”'“
yang Lisraimbsr darl Angaitin Pondapalan da Helan|n Hnur:m
(Lembiran Megat gl tidonsaia Tahi 2004 Homor 165
Tambahan | smbaran Negata Fepablilk indoneala Homon 6660)
sehiagaimana telali dibilh behstapa kall tsrakhie dengar Feiatiian
Pemarintali Momor B Tahon 2006 (1L embiaman Hegara Hepablik
Indonesia Taliun 2006 Moo 67),

Paratiran Pemsrintall Homor 12 Tahun 2007 teplang Fetomar
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelsnggataan  Pemsinlalian
[aeral (I embaran Negara Hepoblik Indonesia Tahun 2017 Nomor
74, Tambihan | embaran Negara Hepublik indonesia Nomor GOA 1),
Paratiran Pemerintali Momor 11 Tahun 2021 lentang Badan Usahi
Milik Desa (Lembaran Negata Hepubli Indonesta Tahun - 2021
Momor 21, Tambahan | einbaran Hegara  Hepublik  Indonesia
Moo G627),

etaturan Menten Dalaim Megen Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Podoman Teknls Peraturan DI Desa (Merita Negata Hepublik
Indanesia Tahun 2004 Momor 2001),

Petaluran Menlen Dalani Negen Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Fyaluasl Perkembiangan Desa Dan Kelaiahan  (Derita Negara
epubilik ndonesia Tahun 2016 Nomor 2037),

Peratiran Menterl Dalaim Megen Momor 44 Taliun 2016 lentang
Kewenangan Desa (Herila Negara Hepublik Indonesla Tahun 2016
Hamar 10187),

Peraturan Mentari Dalam Negerl Momor 110 Tahun 2016 lentang
Badan Permusyawaralan Desa (Herila Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor (1),

Paratiran Mentorl Dalam Negerl Momor 86 Talun 2017 tantang
lala  Cama Psiencanaan, Pengendalian — Dan [ valunsl
Permbangunan Dasrah, Tata Cara | valiasi Hunoangan Pearaluian
Daerah Tentang encana Pembangunan Jangks Panjang Dasral
Dan Hencana Pembanginan Jangka Menengah Dasrah, Herla
Tata Cara Peibahian Hencana Pembangunan Jangka I*anjang

Dasrah, Mencana fembiangunian Jangka Menengaly Dasrah, Dar
Honcaia Kerja  Pemeritali Daolal)

(Hotlta Negara Hepublik
Indonesia el 2007 Moo 1912,
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. Peraturan Menterl Deta,

Peraluran Menteri Dalam Megeri Momor 66 Tahun 2017 16ntang
lata Cara Kerja Bama Desa di Ridang Pemenntahan [issa (Kearfsa
Negara Hepublik Indonesia Tatiun 2017 Hormor 1444),

Peraturan Menterl Dalar Megeri [tepublic Indonesia Merner 15
fahun 2010 Tentang | embiaga Kamasyaravatan [iesa ian
Lembaga Adal Desa (Berlta MNegara fepubliv. Indonesia Tahun
2010 Nomaor 669),
Peraturan Menteri Dalarm
Pengelolaan Keuangan Desi (Berti Megara |
(ahun 20106 Nomor 611);

Peraturan Menterl Dalam Megeri Momor 70
fistem Informasl Pemerintahan Daerah (Berita He
Indonesla Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menterl Dega, Pembangun
Tranemigrasi Republik Indonesla Momaor 16
Musyawarah Desa (Berita Negara Fepubli Indonesia Tahun 20014
Nomor 1203);

Poraturan Menter Dalam Neger Mormor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasl,  Kodefikasl, dan  Momenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita Megals Feputhiv

Indonesla Tahun 2010 Nomor 1447);
Pembangunan Dacrah T ertingyal, Dan

Tranemigrasl Nomor 18 Tahun 2019 tertang Pedoman Urmim
Pendampingan  Masyarakat  Desa (Borita Megara  Fsputhi
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1262);

Hegeri Momor 20 Tatiun 2017 tentzandg
el Indonesis

[ahun 2019 tertang
qara Peputhv

an Daerah Tertinggal dan
ahun 20149 tentandg

 Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, Dan

Tranemigrasl Momor 21 Tahun 2020 tertang Pedoman Ururm
Pembangunan Deta dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Momaor 165%),

Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasl Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentandg
Priofitae Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Barita Megara

Republik Indonesla Tahun 2021 Nomaor G61),

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 104 Tahun 2021

Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tanun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2021
Nomor 260)

Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Mornor

100/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Megara
Republik Indonesla Tahun 2021 Nomor 1424),

5. Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, Dan

Tranemigrasl  Nomor 3 Tahun 2021 tentang  Pendaftaran,
Pondataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengsrmbangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Ml
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersarma (Berita Megara Feputli
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252),

. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Momor 5 Tahun 2015

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lLamaongan Tanun
2016 Nomor 3);
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Jangls Manengah 1eaa ahitin

Falin 2020 Homor 1),
Momor 2 Tahun 2021 tentang Hanoana
2042 (Lembaran Dasa Tungyul

fomoi | Tahun 2020 fapiang Hentatia

Pambaiighnm a0 s 2076

(1 ombaran Dann Fongunl

A4 faratinan Doan ungoul
Ko Pomeriniahan Daaa Tahun
Fahun 2021 Nomor 2)

Hotila acara hasll 1apal Hadan  Penmuayawaralan  Desa Tunggul
haraama Pametinlall Deaa fungyul membahas tentang Anggaran
Pandapatan dan Helan|a Deba [l Anguatan 2027

MEMUTUBKAN

Manyalujul Rancangan Paraturan Desa Anggaran Pendapatan dan
Helanja  Daaa  Tahun - Anggaran 2022 untuk  ditatapkan  menjadi
Paraliran Doaa;

Agar eratinan Deaa il diletahul olal maayarakal, memerintahkan
kepada Pemarintali Dona Tunggul untuk sageta mensosialisasikan;
Keputuaan il mulal hetlaki pada langgal  ditelapkan, apabila ada
kelelian dalam ketelapan inf akan diadakan perubahian sebagalinana

meatinya

Dinapakatl di CTunggul
Pada Tangga C 91 Doesamber 2021

NADAN I_.'_l‘.l{MlIHYI\WANI\TAN DESA (BPD)
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
- KECAMATAN PACIRAN
DAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL

JI. Raya Tunggul No. 141 Paciran Lamongan Kode pos 62264
e-mall : desatungaul all.co

Website : www.pustakadesaindonesla.com/tunggul lamongan.com

sla. ungqul | i
————r———

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TUNGGUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 027/ 2} /413.314.14.1/2021

Pada harl ini Kamis , tanggal tiga puluh bulan desember_tahun dua ribu dua puluh satu,
bertempat di Balai Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, menindak lanjuti
usulan Kepala Desa Tunggul perihal Peraturan Desa Tunggul tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tunggul Tahun Anggaran 2022, Badan permusyawaratan Desa Tunggul

mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

esa dan memperhatikan usul dan saran dari
Tunggul menyatakan Menyepakatl Bersama
dan Belanja Desa Tunggul Tahun

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala D
masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Desa Tunggul Tentang Anggaran Pendapatan
Anggaran 2022.

eraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

Demikian berita acara kesepakatan bersama P
22 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan

dan Belanja Desa Tunggul Tahun Anggaran 20
selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Tunggul

ANDIKA AGUSTIAN At A

1.
Ketua

2. MOH. YASIN, S.Pd
Wakil Ketua

A
3, DWIUTAMIWINARNI N ZET e

Sekretaris

Rl WILUJENG
Anggota

5. SUKIYANTO
Anggota

6. ZAINURI
Anggota

7. NURULALIF s

Anggota ‘

8. NURFAUZI e
Anggota i

9. LUGMAN HAKIM .7l
Anggota
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